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ABSTRAK

(A)Nama: Vannesia Imanuella Pandelaki

(B) Judul Skripsi: SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS
DALAM SERTIFIKASI ELEKTRONIK

(C) Halaman: ix+89

(D) Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Notaris,
Sertifikasi Elektronik

(E) Isi Abstrak:
Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada setiap aspek
kehidupan. Perkembangan teknologi yang pesat melahirkan
perbuatan hukum baru, salah satunya transaksi elektronik. Hak
terkait Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang
mengatur bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan
badan hukum yang berwenang untuk memberikan dan mengaudit
Sertifikat Elektronik atas Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut
diperkuat oleh PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018 dan PP
Nomor 71 Tahun 2019. Sementara itu, Notaris melalui Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberikan
kewenangan lain, yaitu pada Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya
yang mengatur bahwa Notaris berwenang mensertifikasi transaksi
yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-
undangan mengenai kewenangan Notaris dalam Sertifikasi
Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, Yyang
bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan non-hukum. Setelah dilakukan telaah, hasil penelitian
menemukan bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan
PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018 yang mengakibatkan
tidak tercapainya kepastian hukum . Disarankan agar pemerintah
melakukan revisi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait dalam sistem
hukum agar tidak saling bertentangan dan tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum.
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